
a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 84 Tahun 2015 ten tang Susunan Organisasi 
dan Tata Kerja Pemerintah Desa, serta guna kelancaran 
penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan di Desa, 
maka Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah 
Desa, dan Badan Permusyawaran Desa, perlu diubah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar 
Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Pemerintah Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Ka bu paten dalam 
Lingkungan Provinsi ,Jawa Tengah; 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234); 

4. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5495); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATIKARANGANYAR, 

Mengingat 

• Menimbang 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 
NOMOR (~. TAHUN 2016 

TENT ANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 

NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA 
PEMERINTAH DESA, DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

BUPATIKARANGANYAR 
PROVINSI JAWA TENGAH 



Pasal 1 
Dalam Pera turan Dae rah ini yang dimaksud dengan : 
1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang 

memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik 
Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 
Karanganyar Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Pemerintah Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 
Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangnyar 
Nomor 39), diubah sebagai berikut : 
1. Ketentuan angka 4, angka 8, angka 12, angka 16, dan 

angka 21 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

MEMUTUSKAN : 
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 
NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA 
KERJA PEMERINTAH DESA, DAN BADAN 
PERMUSYAWARATAN DESA . 

Menetapkan 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 

dan 
BUPATIKARANGANYAR 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5717}; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah 
Desa; 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 
Tahun 2015 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah 
Desa, dan Sadan Perrnusyawaratan Desa (Lembaran 
Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 14, 
Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Karanganyar 
Nomor 39); 

• 



• 

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa 
Tengah. 

3. Pemerin tahan Daerah adalah penyelenggaraan ur'usan 
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelcnggara Pemerintahan Daerah yang mem1mpm 
pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah otonom. 

o. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar. 
6. Bupati adalah Bupati Karanganyar. 
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang 

dipimpin oleh Camat. 
8. Camat adalah Kepala Kecamatan di wilayah Daerah yang 

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati 
melalui Sekretaris Daerah. 

9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas wilayah yang berwenang urituk mengatur dan 
mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, 
hak asal usul, dan/ a tau hak tradisional yang diakui dan 
dihormati dalam sistern Pcmerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 
dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat 
Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerin tah Desa yang 
mempunyai weweriang, tugas, dan kcwajiban untuk 
menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan 
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah 
Dae rah. 

13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya 
disingkat BPD adalah lcmbaga yang melaksanakan 
fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil 
dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah 
dan ditetapkan secara demokratis. 

14. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, 
Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang 
diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang 
bersifat strategis. 

15. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan 
yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan 
disepakati bersama BPD. 

• 



6. Ketentuan Pasal 8 dihapus. 

5. Keterituan Pasal 7 dihapus. 

4. Ketentuan Pasal 6 dihapus. 

3. Ketentuan Pasal 5 dihapus. 

2. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni 
Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal4A 
(1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa disesuaikan 

dengan tingkat perkembangan Desa -yaitu Desa 
swasembada, swakarya, dan swadaya. 

(2) Desa swascrnbada wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 
(tiga) seksi. 

(3) Desa swakarya dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 
(tiga) seksi. 

(4) Desa swadaya memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) 
seksi. 

(5) Klasifikasi jenis Desa sebagairnana dimaksud pada 
ayat (1) ditentukan berdasarkan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi Pemerintah 
Desa sesuai tingkat perkembangan Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Bupati. 

16. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu 
Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan 
koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan 
unsur pendukung tugas Kepala Dcsa dalam pelaksanaan 
kebijakan yang diwad ahi dalam bentuk pelaksana teknis 
dan unsur kewilayahan. 

1 7. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat 
konkrit, individual, dan final. 

18. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang 
merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan 
Desa. 

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang 
selanjutnya disingkal APBDesa adalah rencana 
keuangan tah unan Pernerin tahan Desa. 

20. Hari adalah hari kerj a. 
21. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerin tahan Desa 

adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam 
pengaturan tugas dan fungsi, serta hubungan kerja. 



NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR, 
PROVINS! JAWA TENGAH : (13/2016) 

ARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2016 NOMOR (). 

Ditetapkan di Karanganyar1 _ 
pada tanggal .i.f JepU,4..ft0 ~ 0 

~BUPATI[KA;:r;.AR/! 

~U IYATMONO 

Pas a 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar. 


